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WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN

- a.

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan
pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan dan
menghentikan pungutan retribusi izin gangguan, karena
menghambat iklim investasi di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pembinaan dan Retribusi I[jin Gangguan;

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.......




Menetapkan:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN:

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin
Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tan 16 Juli 2018
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal [0 — Jd— 2018
SEKRETARIS DAERAH

KOTA PALEMBANG,

HAROBIN MASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 94

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN:( 9 /PLG/2018)



